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PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGEKA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.[0233) 281057

Majalengka 45418
— -

KEPUTUISAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 3 H TAHUN 2017
TENTANG

[ZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USUA DINI {(PAUD)

TAMAN KANAK-KANAK (TK ) TUNAS HARAPAN

DESA BURLJULWETAN KECAMATAN JATIWANGI KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang

Mengmgat

KEPALA DINAS PENDIDHKAN KABUPATEN MAJALENGKA

bahwa mempematikan surat Kepala Taman Kanak-Kanak [TK)] TUNAS
HARAPAN Desa Bumjutwelan Kecamatan Jatwangi Kabupaten Majalengka
Nomor 421 112-TK.THAVANT tanggal 23 Januar 2017 pesihal Penmohonan
Perpanjangan ljin Cperasional, sural Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan
Kecamatan Jatiwangi Nomor 421725-UPTD Pendidikan langgal 31 Januari 2017
sefla berdasarkan hasil verifikasi Adminisirast dan peninjauan lapangan okeh
Tim Verifkasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas
Pendidikan Kabupaten Majalengka.

bahwa bemdasarkan pada perimbangan hurup a dan b sefta sesuai dengan
ketentuan Pasal 62 Undang-lindang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Hasional, dipandang pedu diterbitkan imin  penyelenggaraan
Pendadikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) TUNAS
HARAPAN Desa Bumjulwelan Kecamatan Jaliwangi Kabupaten Majalengks
yang dilelapkan dengan Kepulusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Majalengka.

Undang-Undang Momor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-Daerah
Kabupaten (Jalam Lingkungan Prowvinsi Jawa Barat {Berita Negara Repubiik
Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah dishah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tfentang Fembentukan Kabupaten Purwakara dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tenlang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Baral (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sislem Pendidikan Nasional
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003 WNomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

Undang-Undang Womor 23 Tahun 2014 lentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negama Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana lefah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor @ Tahun 2015 tenlang
Perubzhan Kedua alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lenfang
Pemerintah Daerah {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
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Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 lentang Standar Masional
Penddikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Momar
41.Tombahan Lembaran MNegara Republk  Indonesia  Momar 4495)
sebagaimana telah diubah beberapa kali ferakhir dengan Peraturan Pemerintah
Momor 13 Tahun 2015 lenlang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemeninlah
Momoe 19 Tahun 2005 tentang Standar Naskonal Pendidikan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesta Nomor 5570}

Pergluran Pemerntah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemenntah antara Pemerniah, Pemerintah Daersh Provingi dan Pemerintah
KabupatenMola (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 2007
Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4737):

Persturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Peranghat
Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor B9
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomaor 4750);

Pemturan Pemerintah Momor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
{Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Momor 4854):

Peraturan Pemeriniah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan  dan
Fenyelenggaraan Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
A0 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana lelah dubah dengan Peratluran Pemerntah Momor 66 Tahun
AND tentang Perubshan alas Peraturan Pemerntah Nomor 17 Tahun 2010
tenlang Pengedodaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Megars
Republik Indonesia Tahun 2010 Momor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5157):

Feraturan Menled Pendidikan Masional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2008 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Momor 81
Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana lelah diubah dengan
Peraturan Menleri Pendidikan dan Kebisdayaan Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2014 lentang Fendinan Satuan Pendsdikan Anak Usia Dini (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomar 1279)

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang
Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaman  Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Mormor 1);

Peraturan Daerah Kabupalen Majalengka Momor 10 Tahun 2000 Tentang
Omanisasi Perangkal Doaerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupalen Majatengka Tahun 2009 Momor 10) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Doergh Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011
Tentang Perubshan Alas Peraturan Daerah Momor 10 Tahun 2009 Tentang
Crganisasi Perangkat Doerah Kabupaten Majpdengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor §),
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Tembusan :

1. ‘th. Bupati Majalengka;

MEMUTUSKAN

Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia i (PAUD) Taman
Kanak-Kanak {TK) TUNAS HARAPAN Desa Burujulwetan Kecamalan Jaliwangi
Kabupalen Majalengka dengan ketenluan sebagai benkir -

1. Mentaati Persturan Perundang-Undangan yang berlaku;

9 Dalam hal melaksanakan proses Kegialan Belajar Mengajar dan Kunkulsm yang
diqunakan mengikuli peturjuk dan aturan yang beraku.

3. Penyelenggara  berkewajiban  menyampaikan laporan  lerlulis mengenai
perkembangan lembaga sefiap bulan kepada Kepala [inas Pendidikan
Kabupaten Maialenagka:

4 Segala fasiilas dan kelengkapan yang menjadi syaratikelancaran berdirinya
Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) lermaksud Tenaga Pendidik
menjadi tanggungiawab Y ayasan/Penyelenggara.

lzin sebagaimana dimaksud dalam dikium KESATU berlaku selama memenuhi
kelentuan dan dievaluasi sefiap tahun, apabila leradi pelanggaran terhadap
kelenluan-kelentuan  pelaksanaan penyelengaraan T aman Kanak-¥anak (TK)
tersebut, maka izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) ini akan dicabut.

Dengan bedakunya Kepulusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Majalengka Nomar 65 TAHUN 2014 tanggal 7 Apnl 2014 dicabud dan
dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini beraku seiak tanggal diletapkan  dengan ketentuan  apabda
dikemudian hari lerdapat kekelinian dan atau kesalahan didalamnya akan thadakan
perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka :
Pada Tanpggal 177 JLiriias g}m}
KEPALA DINAS PERNDIDIKAN

2 Yih. Direkiur Pembinaan PAUD Diien PAUD dan DIKMAS Kemendikbud di Jakarla;
7 vih Kenada Dinas Pendidikan Provinei Jawa Baral di Bandung;



